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1.1  Tata guna lahan dan perencanaan 
tata ruang

Sumber daya hutan memberikan penghasilan, 
kesejahteraan, penghidupan dan pada akhirnya 
kekuasaan, oleh karena itu kepemilikan atas hutan 
merupakan hal yang sangat penting. Pada masa 
lampau, sumber daya berbasiskan hutan digunakan 
sebagai alat politis dan ekonomi oleh pemerintah1  
Otoritas pemberian ijin hutan telah mengalami 
perubahan besar, dari pemerintah pusat  selama 
1967-1998 kepada pemerintah daerah (kabupaten 
dan provinsi) selama 1999-2002, kemudian kembali 
pada pemerintah pusat/Kementerian Kehutanan 
sejak 2002 sampai sekarang.

1.1.1  Administrasi lahan dan penetapan 
kawasan
Undang-Undang di Indonesia menjadi otoritas 
tertinggi untuk penguasaan negara atas lahan dan 
sumber daya Indonesia. Ini tertanam pada dua 
hukum utama, yang pertama adalah Undang-
Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 19602 yang 1) 
mengakui lahan negara, 2) lahan milik, dan 3) lahan 

1  Ascher, W (1998) dalam Resosudarmo dkk 2014
2  UU No.5/1960 tentang Pokok-Pokok Agraria

adat. Kedua, Undang-Undang Pokok Kehutanan 
(UUPK) yang baru tahun 19993 yang menyatakan 
bahwa Kementerian Kehutanan memiliki “kekuasaan 
untuk...mengatur dan mengurus semua aspek terkait 
hutan, wilayah hutan, dan hasil-hasil hutan” dan 
penguasaan negara atas wilayah didefinisikan sebagai 
Kawasan Hutan. Kawasan Hutan dibagi ke dalam 
tiga klasifikasi:
1.	 Hutan lindung dan konservasi
2.	 Hutan produksi
3.	 Hutan produksi untuk konversi

Ketika suatu wilayah telah diklasifikasikan sebagai 
kawasan hutan maka hanya Kementerian Kehutanan 
yang dapat melepaskannya menjadi non-kawasan 
hutan atau penggunaan lahan yang lain, walaupun 
wilayah-wilayah strategis harus disahkan oleh 
parlemen. Permasalahan muncul dari inkonsistensi 
antara UUPA dan UUPK.

Yang penting dari UUPK, sampai amandemen baru-
baru ini oleh Mahkamah Konstitusi memasukkan 
lahan adat sebagai bagian dari lahan negara4, 
dan memungkinkan Kementerian Kehutanan 

3  UU No. 41/1999
4  Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012)

1.  Analisis isu-isu utama

Ringkasan

Bagian ini mengamati isu-isu utama yang mempengaruhi tata guna lahan di Indonesia dan Kalimantan Tengah 
serta menjelaskan sejumlah tantangan yang dimunculkannya. Kami mengawali dengan mengidentifikasi 
faktor-faktor yang berkontribusi pada tata guna lahan dan perencanaan tata ruang yang tidak jelas dan saling 
bertentangan, termasuk tenurial lahan, peraturan administrasi dan perencanaan (peta-peta yang saling 
bertentangan, hak-hak masyarakat, penerbitan IPK, putusan mahkamah konstitusi tentang kawasan hutan, 
moratorium dari Presiden, dll). Kami kemudian bergeser pada mengidentifikasi peraturan dan insentif pasar 
yang gagal mengamankan atau menciptakan disinsentif untuk perlindungan hutan dan lingkungan, termasuk 
penggunaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), peraturan tentang gambut, keputusan presiden 
tentang kawasan lindung, Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) , dan 
berbagai mekanisme berbasiskan pasar sukarela, dan sejumlah peraturan dan insentif fiskal yang bersifat lebih 
umum yang ditetapkan untuk mencapai berbagai tujuan pembangunan, seperti identifikasi hutan produksi 
untuk konversi. Kami juga membahas penilaian jasa-jasa ekosistem saat ini dan REDD+ serta peran bisnis dalam 
mencapai tata guna lahan yang lebih berkelanjutan.

Terdapat juga beberapa studi kasus tentang kebijakan dan peraturan yang inovatif untuk tata guna lahan yang 
lebih berkelanjutan untuk mengilustrasikan solusi yang potensial.
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Kotak Fakta: MK 45*

Pada Februari 2012, mahkamah konstitusi Indonesia menetapkan bahwa Kementerian kehutanan harus 
secara formal mengukuhkan lahan sebagai bagian dari Kawasan Hutan sebelum menetapkan otoritas 
pengelolaan terhadapnya (Putusan MK45). Sebelum adanya keputusan ini, Kementerian Kehutanan secara 
sepihak menentukan peruntukan lahan sebagai Kawasan Hutan untuk memungkinkan mereka melakukan 
pengelolaan aktif terhadap bagian lahan yang luas, menghindari pelaksanaan proses pengukuhan yang panjang 
dan partisipatif. 

Kasus pengadilan yang mendorong keputusan ini diajukan oleh lima kepala kabupaten dari Kalimantan 
Tengah yang mengklaim bahwa sistem yang sudah ada sebelumnya bermakna bahwa sebagian besar luasan 
kabupaten mereka telah secara berlebihan diperuntukkan sebagai Kawasan Hutan, yang menghambat mereka 
untuk melakukan pembangunan ekonomi bagi ratusan ribu penduduk yang tinggal dalam wilayah tersebut. 
Pembangunan ekonomi merupakan suatu tuntutan di bawah konstitusi Indonesia, namun demikian, sebelumnya 
masyarakat lokal telah menghadapi sanksi-sanksi kriminal untuk pendudukan tidak sah atas lahan dan pejabat 
pemerintah menghadapi tuntutan atas pemberian ijin bagi perusahaan-perusahaan yang ingin mengembangkan 
lahan (misalnya S.255/Menhut-II/07 dan Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor S.95/Menhut-IV/2010 ).

Meskipun putusan baru tersebut tidak dianggap restroprektif, ini menumbuhkan kekhawatiran tentang luasan 
Kawasan Hutan dan status hukumnya. Ini juga memunculkan pertanyaan tentang kemampuan Kementerian 
Kehutanan di masa mendatang untuk mengendalikan lahan, menyoroti perubahan dalam perimbangan kekuasaan 
antara otoritas pusat dan daerah. Implikasi lainnya termasuk pertanyaan tentang otoritas kabupaten untuk 
menerbitkan izin-izin kelapa sawit, khususnya karena tetap terdapat insentif ekonomi dan politis yang kuat bagi 
pejabat kabupaten untuk mendukung investasi kelapa sawit. Kekhawatiran ini diperkuat oleh fakta bahwa proses 
pengukuhan berlangsung sangat lambat. Hanya 11% dari lahan yang diperuntukkan sebagai Kawasan Hutan 
yang telah sepenuhnya dikukuhkan secara nasional, walaupun Kementerian kehutanan telah mengumumkan 
rencana ambisius untuk mengukuhkan lahan-lahan yang tersisa sampai pada akhir 2014. Otoritas lokal juga 
memiliki mandat hukum untuk melaksanakan proses pengukuhan, yang memberikan mereka kekuatan dalam 
negosiasi dengan Kementerian Kehutanan. Ini memberikan mereka kekuasaan untuk memastikan bahwa semua 
ijin perkebunan yang telah diterbitkan telah dikeluarkan dari Kawasan Hutan. Adalah penting bahwa posisi tawar 
masyarakat dalam proses telah diperkuat untuk memberikan kejelasan terkait hutan adat dan tata guna lahan 
lokal.

*Untuk informasi lebih lanjut lihat Wells dkk. 2012

Kotak Fakta

Sekitar 130 juta dari 187 juta hektar lahan Indonesia telah ditetapkan sebagai kawasan hutan. Sisanya disebut 
sebagai Areal Penggunaan Lain (APL). Ini berarti bahwa Kementerian Kehutanan dapat menetapkan hak 
pemanfaatan lahan untuk 70% dari lahan Indonesia. 

Pembagian tata kelola lahan di Indonesia

187 MHa 
Land area

133 MHa 
Forest area

93 MHa 
Forested

8.4 MHa 
Forested

40 MHa 
Not forested

45.6 MHa 
Not forested

54 MHa 
Non-forest area
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untuk secara sepihak menetapkan wilayah sebagai 
Kawasan Hutan tanpa mempertimbangkan hak-hak 
pemerintah daerah untuk mengelola5 (Lihat Kotak 
Fakta tentang M45). UUPK menyebabkan sulitnya 
kelompok-kelompok adat untuk memperoleh 
pengakuan hukum aras hak-hak lahan di masa 
lampau, sebuah masalah khusus pada wilayah yang 
sedang berkembang pesat seperti halnya Kalimantan 
Tengah. Pemerintah sering memberikan konsesi 
lahan untuk perusahaan pertanian, kehutanan 
dan pertambangan tanpa mempertimbangkan 
pemanfaatan lahan yang sebenarnya dan klaim-
klaim adat. Sengketa lahan antara perusahaan dan 
masyarakat di sekitar oleh karenanya merupakan hal 
yang umum. Perusahaan kelapa sawit oleh hukum 
dituntut untuk melibatkan masyarakat setempat yang 
terkena dampak usaha mereka, untuk menjelaskan 
rencana pengembangan dan dampak yang mungkin 
bagi masyarakat,dan memperoleh persetujuan untuk 
menanam di atas lahan yang diklaim masyarakat, dan 
menegosiasikan kompensasi6 yang sesuai. Negosiasi 
ini sering ditekan oleh hubungan kekuasaan yang 
tidak setara karena pengadilan menginterpretasikan 
bahwa hak milik masyarakat lebih lemah 
dibandingkan hak guna usaha yang diberikan kepada 
perusahaan oleh pemerintah7. Ketika negosiasi 
berlangsung buruk, masyarakat dapat memiliki 
kekuatan kolektif untuk memperlambat atau 
menghentikan pengembangan, dan merela semakin 
terampil dalam menggunakan kekuatan ini. 

1.1.2  Perencanaan tata ruang
Undang-undang nasional yang baru tentang tata 
ruang ditetapkan pada 2007, mengatur suatu 
pendekatan bertingkat melalui rencana tata ruang 
20 tahun nasional, provinsi dan kabupaten. Rencana 
tersebut akan dikembangkan dengan menggunakan 
proses partisipatif dan sesuai dengan rencana 
pembangunan yang berjangka lebih panjang. Ini 
menuntut semua provinsi untuk menyerahkan 
rencana tata ruang yang telah diperbaiki sebelum 
akhir tahun 2010. Peraturan pelaksana dari 
undang-undang ini menghendaki agar rencana 
tata ruang tersebut sesuai dengan Kawasan Hutan 
Nasional, mengatur suatu peran dan prosedur bagi 
Kementerian Kehutanan untuk meninjau dan 
menyetujui rencana tata ruang tersebut.

5  Kasus Mahkamah Konstitusi  No. 45/PUU-IX/2011
6  Paoli dkk 2013
7  Gillespie 2012

Rencana tata ruang pada tingkat nasional, provinsi 
dan kabupaten, membuat peruntukan lahan 
yang tersedia untuk pembangunan dan lahan 
yang termasuk dalam Kawasan Hutan, yaitu 
yang digunakan untuk kehutanan atau untuk 
mempertahankan keanekaragaman hayati atau jasa 
lingkungan. Ini juga merupakan dasar hukum bagi 
alokasi perijinan yang harus sesuai dengan rencana 
tata ruang. Tata kelola lahan di Indonesia terbagi 
diantara beberapa instansi, yaitu Kementerian 
Kehutanan, pemerintah daerah dan Badan 
Pertanahan Nasional. Namun demikian, sebelum 
undang-undang tahun 2007 tentang perencanaan 
tata ruang, dan peraturan pendukung lainnya, 
peruntukan Kawasan Hutan oleh Kementerian 
kehutanan dan rencana tata ruang  yang disusun 
secara terpisah oleh kantor provinsi (RTRWP) 
berkembang secara terpisah, yang menyebabkan 
perbedaan besar pada wilayah dan provinsi tertentu, 
dalam hal proporsi wilayah yang diperuntukkan 
sebagai kawasan hutan8.

Akibat dari perbedaan antara Kawasan Hutan 
Kementerian Kehutanan dan rencana tata ruang 
menyebabkan izin-izin yang akan diterbitkan yang 
berpotensi sesuai hukum dan sah berdasarkan 
satu undang-undang menjadi tidak sesuai hukum 
dan tidak sah menurut undang-undang lainnya. 
Ini menyebabkan ketidakpastian bisnis, dan juga 
potensi konflik antar perusahaan. Artinya ini tidak 
sekedar merupakan isu tata kelola negara, namun 
juga isu tata kelola perusahaan. Ketidakpastian 
status lahan mengurangi insentif bagi investor untuk 
meningkatkan praktik-praktik pengelolaan, dan 
mendorong keterlibatan dalam proses-proses revisi 
perencanaan tata ruang provinsi dan kabupaten. 
Ketidakpastian ini tidak hanya berdampak pada 
investor yang sudah ada, namun juga mendorong 
usaha-usaha spekulatif untuk akuisisi dan 
pengambilalihan lahan yang meluas – khususnya di 
daerah-daerah yang dianggap mungkin termasuk di 
luar kawasan hutan9.

Sebagai akibatnya, pemerintah nasional, provinsi dan 
daerah saat ini menghadapi hambatan teknis maupun 
politis untuk melakukan penataan batas kawasan 
hutan dan non-hutan. Ini khususnya berlaku di 
Kalimantan Tengah mengingat luasnya kawasan 
hutan (82% dari luasan wilayah) dan suatu strategi 
pembangunan yang bersandar pada akses terhadap 

8  Wells dkk 2012
9  Komunikasi personal
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sebagian besar dari lahan tersebut. Tekanan antara 
Kementerian Kehutanan dan pemerintah daerah 
telah terjadi selama lebih dari tiga dekade dan belum 
terselesaikan.

1.1.3  Tenurial
Sampai baru-baru ini, masyarakat hanya dapat 
diberikan sebagian hak pengelolaan pada wilayah-
wilayah yang sebelumnya diperuntukkan sebagai 
Kawasan Hutan, apabila sebelumnya tidak terdapat 
ijin kehutanan pada wilayah tersebut. Pemberian ijin 
kehutanan tidak mempertimbangkan hak masyarakat 
dan oleh karena itu berpotensi menimbulkan konflik.

Namun demikian, pada 2013, Mahkamah Konstitusi 
Indonesia memutuskan untuk membatalkan klaim 
Kementerian Kehutanan atas jutaan hektar lahan 
hutan. Dalam sebuah tinjauan terhadap Undang-
Undang Kehutanan 1999 pengadilan memutuskan 
bahwa lahan hutan adat seharusnya tidak 
diklasifikasikan sebagai wilayah hutan negara10. 
Diperkirakan bahwa putusan ini akan berdampak 

10  Putusan Mahkamah Konstitusi No.  35/PUU-X/2012)

pada 30% hutan  Indonesia atau 40 juta hektar. 
Namun pada kondisi saat ini, tidak diketahui 
bagaimana implikasi sepenuhnya akan berlangsung, 
khususnya mengingat implementasinya dapat 
berlangsung selama bertahun-tahun untuk bergeser 
melalui berbagai tingkatan pemerintah. Khususnya 
adalah tidak jelas bagaimana konflik antara 
masyarakat dengan klaim lahan adat dan perusahaan 
swasta yang telah menerima ijin akan diselesaikan.

1.2  Lingkungan peraturan dan insentif
Ketergantungan terhadap sumber daya telah 
mendorong kebijakan yang mendukung 
pengembangan sumber daya primer berbasis 
ekonomi yang tidak hanya melibatkan pertambangan 
dan kehutanan namun juga investasi dan kegiatan 
dalam praktik-praktik pertanian yang meluas. 
Tekanan-tekanan peraturan saat ini untuk 
menghindari wilayah yang menyediakan jasa 
lingkungan dan cadangan karbon yang tinggi serta 
mendorong intensifikasi dibandingkan perluasan 
masih kurang atau lemah. Selain itu ekosistem 
bernilai tinggi ini menarik, mengingat mereka 
sering tidak ditempati oleh penduduk sehingga 

Gambar 1:  Peta yang menunjukkan lahan berhutan dan tidak berhutan di dalam dan di luar Kawasan Hutan

Sumber Daemeter



Draf awal – tidak untuk disebarluaskan      5

menghindarkan dari keharusan untuk melibatkan 
masyarakat dan konflik potensial di masa mendatang.

Termasuk dalam contoh peraturan yang lemah adalah 
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), 
yang dipersyaratkan sebelum menerbitkan ijin bisnis 
untuk kelapa sawit atau konsesi hutan, dan dapat 
berpotensi mengidentifikasi wilayah-wilayah yang 
penting secara ekologis, namun dalam praktiknya 
sering tidak demikian11. Keputusan Presiden No. 
32/1990 berfungsi untuk melindungi wilayah-
wilayah sensitif seperti wilayah penyangga riparian, 
lahan gambut dan lereng yang curam memberikan 
perlindungan tambahan bagi wilayah sensitif, namun 
sering gagal karena penegakan yang lemah. Hutan 
Tanaman Industri (HTI) yang berlokasi di dalam 
Hutan Produksi (HP) dialokasikan ketika hutan 
dianggap tidak produktif secara komersial tanpa 
mempertimbangkan potensi untuk pulih kembali di 
masa mendatang, jasa lingkungan yang disediakannya 

11  Indrarto dkk 2012

atau, dalam kasus lahan gambut, apakah ini 
menyebabkan emisi tingkat tinggi ketika dikeringkan 
untuk penanaman.

Dalam kasus peraturan kelapa sawit tentang 
kelapa sawit di atas gambut (diterbitkan oleh 
Kementerian Pertanian) yang melarang perusahaan 
untuk mengembangkan perkebunan di atas lahan 
dengan lebih dari 70% lahan gambut dengan 
kedalaman lebih dari 3 meter,12 yang walaupun ini 
dapat melindungi wilayah tersebut, pengeringan 
dari lahan gambut lebih dangkal yang berdekatan 
memiliki suatu dampak dan lahan hutan serta lahan 
gambut terus dicadangkan untuk pembangunan13. 
Berdasarkan studi yang dilakukan oleh World 
Resources Institute di Kalimantan tengah, terdapat 
sekitar 3,3 Mha lahan yang dapat dikembangkan 
tanpa menyebabkan kerusakan lingkungan yang 

12  Lim dkk 2012
13  Komunikasi personal

Pilihan kebijakan: kesepakatan tentang rencana tata ruang dan tujuan pembangunan di tingkat nasional, 
provinsi dan kabupaten untuk meningkatkan implementasi dari inisiatif yang ada
Mencari strategi untuk meningkatkan hubungan dan kesepakatan antara aktor/institusi yang berbeda dan 
memunculkan peta tata guna lahan yang disepakati dan dihormati, yang akan berfungsi dalam menyusun 
kebijakan dan peraturan yang konsisten yang disesuaikan dengan kondisi lokal, dan memberikan kepastian 
definisi dan hukum bagi perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di wilayah tersebut.

Studi kasus: Penetapan kawasan agroekologis di Brasil
Penggunaan “lanjutkan/jangan lanjutkan” dalam perencanaan tata guna lahan di Brasil telah terbukti berhasil 
dalam mengarahkan pembangunan ekonomi yang ditargetkan. Sebuah keputusan presiden mengawali 
penetapan kawasan agroekologis untuk tebu pada 2009 dan kelapa sawit pada 2010. Strategi ini digunakan 
Brasil secara keseluruhan dan khususnya pada wilayah Amazon. 

Batas-batas ditetapkan melalui penglibatan multi pemangku kepentingan dengan anggota industri, 
masyarakat sipil, akademis dan pemerintah. Ini mendorong identifikasi wilayah-wilayah yang suatu komoditas 
tertentu seharusnya atau tidak seharusnya terkena sanksi. Penetapan kawasan ini menghasilkan sebuah peta 
komprehensif dan panduan preskriptif. Dengan menggunakan panduan ini pemerintah Brasil menyadari bahwa 
92,5% dari teritori Brasil tidak sesuai untuk produksi tebu dan bahwa lahan yang tersisa lebih sesuai untuk 
kebutuhan masa mendatang yang diperkirakan.

Ketika mengimplementasikan penetapan kawasan agroekologis,  mengembangkan sistem pengawasan 
strategis sangat penting, juga memanfaatkan titik-titik tekanan yang utama, seperti pembiayaan dan penegakan 
hukum. Sebuah contoh adalah menggunakan akses yang menghubungkan modal dengan kesesuaian terhadap 
undang-undang penetapan kawasan dan praktik-praktik pertanian yang baik.

Kegagalan untuk mematuhi peraturan juga dapat dihukum dengan menghambat akses terhadap fasilitas 
pemrosesan, yang merupakan suatu masalah, mengingat tebu harus diproses dalam beberapa jam sesudah 
pemanenan. Menempatkan pembatasan pada dua titik yang menekan ini juga memberikan beban pengawasan 
pada dua dari wilayah yang lebih terlihat dalam rantai suplai.
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besar14 . Namun demikian, keberhasilan pengalihan 
investasi atas lahan ini melibatkan penangkalan 
insentif yang ada untuk konversi hutan dan 
implementasi suatu peraturan yang komprehensif 
dan efektif serta kerangka kerja insentif yang 
dikoordinasikan antara tingkat pemerintah pusat, 
provinsi dan kabupaten. Ini merupakan suatu 
tantangan sementara otoritas pengaturan tetap 
dipersengketakan di antara tingkatan-tingkatan 
politis tersebut.

Pemerintah Indonesia, pada semua tingkatan, 
memiliki rencana dan mandat yang ekstensif untuk 
mencapai pembangunan ekonomi, khususnya pada 
wilayah-wilayah pedesaan dan pedalaman. MP3EI 
adalah sebuah rencana untuk mempercepat kemajuan 
Indonesia dalam mencapai status negara maju. 
Rencana ini telah menetapkan target ambisius untuk 
mencapai pendapatan per kapita sebesar 14.250 $ – 
15.500 $ dan total GDP sebesar 4,0 $ - 4,5 triliun 
pada 202515. Pada awalnya MP3EI didasarkan pada 
sebuah model ekonomi bisnis seperti biasa (BAU), 
namun sekarang Bappenas mengembangkan kriteria 
dan indikator kelestarian lingkungan untuk proyek-
proyek MP3EI. Visi untuk 2025 ini akan dicapai 

14  Gingold, 2012
15  Investasi Indonesia

melalui tiga jalur utama. Pertama, meningkatkan 
investasi pada industri bernilai tambah dengan 
mengembangkan rantai nilai dan meningkatkan 
efisiensi jaringan kerja distribusi. Ini akan terjadi 
sebagian dengan meningkatkan akses industri 
terhadap manusia dan sumber daya alam serta 
dengan pembentukan kegiatan-kegiatan ekonomi 
pada wilayah-wilayah utama dan pusat pertumbuhan 
ekonomi; kedua, dengan mendorong efisiensi 
produksi dan memperbaiki teknik-teknik pemasaran 
untuk meningkatkan daya saing dan memperkuat 
ekonomi nasional; dan ketiga, dengan mendorong 
dan mendukung inovasi.

Kementerian Keuangan memainkan peran tidak 
langsung namun peran utama dalam perubahan 
iklim dan pengelolaan sumber daya alam melalui 
insentif fiskal:  pembebasan pajak, pengenaan pajak, 
pengumpulan dan distribusi; kredit untuk bio-energi 
dan revitalisasi pertanian16; serta alokasi pembagian 
penerimaan dari sektor sumber daya alam. Mereka 
juga pemain utama dalam menetapkan anggaran 
kapasitas Kementerian Kehutanan untuk memainkan 
perannya17. Peran Kementerian Keuangan dapat 
ditingkatkan jika undang-undang yang mengatur 

16  Peraturan Kementerian Keuangan No. 117/PMK. 06/2007
17  Carmody dkk 2010

Pilihan kebijakan: Mengefektifkan peraturan yang ada melalui perbaikan data, transparansi, pendidikan dan 
komunikasi
Strategi untuk meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan (masyarakat, pemerintah, perusahaan 
dan pemilik modal) tentang isu-isu utama terkait kelestarian dan mekanisme yang ditetapkan untuk melindungi 
ekosistem bernilai tinggi dan jasa-jasa terkait yang dibutuhkan. Ini akan meningkatkan akuntabilitas dan 
kepemilikan diantara para pemangku kepentingan, namun akan membutuhkan akses yang lebih besar terhadap 
informasi dan transparansi pada proses-proses perijinan.

Studi kasus: komunikasi dan pendidikan adalah kunci untuk membangun landasan legislatif bagi ekonomi 
berbasiskan alam
Negara bagian Acre, di Brasil, mengeluarkan hukum yang mendorong pembangunan berkelanjutan dengan 
mengikutsertakan nilai jasa-jasa alam ke dalam ekonomi negara bagian secara menyeluruh, Sistema de Incentivo 
a Servicos Ambientals (SISA). Inisiatif ini melibatkan koordinasi empat departemen negara bagian (Pertanian, 
Lingkungan Hidup, Hutan, serta Pengembangan Agroforestri dan  Petani Kecil). Skema ini juga melibatkan 
pendidikan bagi jutaan penduduk dan ribuan masyarakat bisnis tentang hal-hal kompleks seperti penetapan 
kawasan agroekologis, PES, Pemantauan Pelaporan dan Verifikasi, serta penyerapan karbon.

Inisiatif ini menciptakan insentif ekonomi yang rumit dan terpadu untuk pengelolaan lahan yang baik. Kerangka 
kerja hukum dan peraturan memungkinkan aliran pembayaran bagi orang-orang yang mengelola lahan agar 
mereka dapat menjaga dan melindungi jasa-jasa lingkungan, termasuk keanekaragaman hayati, menangkap 
karbon dan mengelola daerah aliran sungai. Ini mampu mendorong suatu ekonomi berbasiskan kehutanan 
yang didukung oleh suatu kebijakan konvensional dan beberapa kompensasi jasa-jasa ekosistem seperti 
halnya REDD+.
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transfer fiskal antara Pemerintah Pusat dengan 
Pemerintah Daerah diubah untuk memberikan 
insentif yang lebih kuat pada wilayah-wilayah yang 
berdasarkan kondisi dan performa, tidak memerlukan 
dana perimbangan dan memungkinkan transfer 
pembayaran antar wilayah untuk mengamankan jasa-
jasa ekosistem yang penting18.

1.3  Penilaian jasa ekosistem dan 
REDD+
Walaupun banyak pemanfaatan lahan industrial di 
Indonesia, seperti hutan tanaman dan perkebunan 
kelapa sawit, bergantung pada jasa yang disediakan 
oleh ekosistem, kerugian lingkungan hidup dari 
jasa-jasa ini sering tidak dihargai atau bebas dan 
diabaikan oleh pemerintah dan sektor swasta 
ketika menetapkan keputusan-keputusan utama 
terkait lokasi dan operasional perkebunan. Jasa-jasa 
seperti daerah aliran sungai, hutan, tanah pertanian 

18  Shah 2007

yang subur, merupakan sumber daya utama bagi 
masyarakat lokal dan tujuan pembangunan berjangka 
panjang. Ini sering kali tidak mempertimbangkan 
nilai ekonomi dari jasa lingkungan dan sering 
mengakibatkan dampak lingkungan yang negatif 
seperti erosi tanah, dan polusi air. Walaupun terdapat 
upaya berkelanjutan untuk mengikutsertakan jasa 
ekosistem dalam pembuatan keputusan, penilaian 
sering tidak digunakan karena keterbatasan 
kapasitas pemerintah dan bisnis untuk melakukan 
penilaian dan pemantauan, persyaratan teknis dan 
kompleksitas metodologi penilaian dan kondisi 
pemungkin yang tidak sesuai.

Pertukaran yang lebih formal sedang dikembangkan 
untuk menciptakan insentif untuk melindungi 
jasa lingkungan seperti Pembayaran untuk Jasa 
Ekosistem (Payment for Ecosystem Services/
PES) dan REDD+ di Indonesia, atau sebagai 
contoh, proyek-proyek PES yang dikaitkan dengan 
Program Nasional  Pemberdayaan Masyarakat 

Kelapa sawit

•• Wilayah perkebunan kelapa sawit telah meningkat delapan kali lipat sejak 1991, mencapai 8,9 juta ha pada 
2011. Sebagian besar pertumbuhan terjadi setelah krisis keuangan 1997.

•• Penerimaan ekspor sebesar 12-15 $ miliar (3% GDP) berarti perluasan industri sangat didukung oleh 
kebijakan pemerintah – Kalimantan Tengah menargetkan 3,5 MHA pada 2020.

•• Data tata ruang yang tersedia menunjukkan bahwa ijin yang telah diterbitkan untuk mengembangkan 
perkebunan kelapa sawit pada 891.092 ha lahan gambut lagi dan 3,9 juta ha hutan dalam waktu dekat.

•• Rata-rata panen di perkebunan Indonesia adalah 20-40% lebih rendah dibandingkan di Malaysia dan 
sampai dengan 70% lebih rendah dari hasil potensial yang maksimal.

•• Statistik Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) 2012 memperkirakan bahwa secara garis besar petani kecil 
mengelola 40% dari semua perkebunan kelapa sawit di Indonesia dengan rata-rata antara 2-10 ha.

Kayu

•• Statistik mengindikasikan bahwa lebih dari 1 juta hektar lahan gambut dan 2,8 juta ha lahan hutan telah 
dialokasikan untuk hutan tanaman industri

•• Industri raksasa bubur kayu dan kertas bertanggung jawab untuk sekitar 20% deforestasi antara 2000-2010 
dan 50%  konversi lahan gambut di Indonesia.

•• Diperkirakan bahwa sekitar 15 juta orang telah dipekerjakan untuk mengembangkan 5,1 juta ha hutan 
tanaman industri dan bahwa 1,7 juta dipekerjakan pada 2011 untuk menumbuhkan dan memanen hutan 
tanaman ini.

Batu bara

•• Saat ini hanya 2 juta dari 12 juta ha konsensi pertambangan batu bara yang aktif.
•• Harga batu bara saat ini sedang mengalami penurunan

(Statistik komisi ISPO 2012, Casson dkk 2013, Komunikasi personal)
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Pilihan kebijakan: Peningkatan industri
Selain menanggulangi insentif kurang baik yang mendorong perluasan dan pembangunan bisnis seperti biasa 
(BAU), dan bukan melakukan peningkatan hasil dan peningkatan industri, pelatihan yang ekstensif di antara 
kelompok-kelompok pemangku kepentingan juga dibutuhkan untuk membangun  kapasitas.

Studi kasus: Resolusi Bank Sentral Brasil 3.545
Diperkenalkan pada pertengahan 2008, Resolusi 3.545 membentuk suatu persyaratan untuk kredit pedesaan di 
Bioma Amazon Brasil. Untuk dapat mengakses kredit pedesaan yang bersubsidi, peminjam harus menunjukkan 
bukti kepatuhan terhadap peraturan lingkungan hidup, dalam bentuk serangkaian dokumen, termasuk legitimasi 
klaim lahan dan kepatuhan lingkungan hidup. Resolusi ini diterapkan kepada pemilik tanah, rekan-rekan mereka, 
buruh tani dan penyewa. Kredit pedesaan digunakan untuk membiayai investasi modal kerja jangka pendek dan 
komersialisasi produksi pedesaan. Menurut Kementerian Pertanian Brasil 30% dari sumberdaya yang dibutuhkan 
dalam suatu panen  tahunan biasanya didanai melalui kredit pedesaan dan 70% sisanya berasal dari sumber daya 
produsen sendiri juga dari perantara agribisnis yang lain serta mekanisme pasar yang lain.

Resolusi ini diimplementasikan secara sukarela pada 1 Mei 2008 dan menjadi wajib pada 1 Juli 2008. Petani 
berskala kecil dikenakan standar yang kurang menekan. Resolusi ini khususnya signifikan pada kota-kota yang 
peternakan sapi merupakan kegiatan ekonomi utama dan yang menarik adalah kebijakan ini berdampak pada 
komposisi kontrak kredit. Jumlah kontrak menengah sampai besar untuk peternakan sapi menurun sementara 
terdapat peningkatan pada kontrak kecil.

Dalam hal pertanian tanaman terdapat pengurangan dalam penerbitan kontrak medium. Resolusi hanya berlaku 
pada kredit yang bersubsidi (dengan bunga yang lebih rendah), sementara sumber pendanaan yang lain tidak 
dibatasi. Kredit memiliki korelasi positif dan kuat dengan deforestasi, karena kota-kota yang menunjukkan 
pengurangan paling tajam dalam kredit juga menunjukkan penurunan yang tajam dalam hal deforestasi. 
Studi juga mendapatkan bahwa dampak Resolusi juga dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi regional (misalnya 
peternakan atau produksi tanaman). Dampak signifikan terhadap peternak menunjukkan bahwa mereka dibatasi 
oleh kredit dan bergantung pada kredit yang bersubsidi. Petani tanaman terkena dampak yang lebih kecil dari 
Resolusi karena mereka memiliki struktur organisasional yang lebih besar dan oleh karena itu lebih memiliki 
kelengkapan untuk memenuhi persyaratan, mereka dapat mengkompensasi pengurangan akses terhadap kredit 
bersubsidi melalui sumber-sumber pendanaan alternatif dan mungkin juga berfokus pada suatu kredit pedesaan 
dengan bagian yang lebih besar untuk intensifikasi dibandingkan perluasan.

Studi kasus 2: Skema kota hijau
Paragominas sebelumnya merupakan pusat deforestasi liar di Amazon Brasil. Sebagai sebuah wilayah yang 
berkembang paling pesat di dunia, hutan dihilangkan untuk menciptakan ruang bagi peternakan, pertanian dan 
perkebunan. Pembangunan di wilayah ini telah meningkatkan kualitas hidup penduduk melalui pembangunan 
jalan tol dan proyek-proyek industri energi, pertambangan dan pertanian, namun telah mengakibatkan dampak 
lingkungan hidup yang besar.

Pada tahun 2011 pemerintah negara bagian Paragominas meluncurkan skema kota hijau. Ini melibatkan 
pengembangan pakta dan kemitraan antara pemerintah daerah, masyarakat sipil, sektor swasta dan layanan 
penuntutan umum. Dalam rangka mengurangi deforestasi, negara bagian menyusun empat wilayah aksi utama: 1) 
mengendalikan dan memantau deforestasi; 2) organisasi teritori, lingkungan hidup dan sertifikat lahan; 3) produksi 
berkelanjutan; dan 4) pengelolaan lingkungan hidup bersama. Tantangannya adalah untuk mengarahkan negara 
bagian Para menuju ekonomi rendah karbon yang juga akan membantu mengentaskan kemiskinan di wilayah 
tersebut dan mendorong kesetaraan sosial. Sebuah manfaat adalah negara bagian tersebut memiliki salah satu 
ekonomi paling beragam di Brasil, termasuk pertambangan,produksi kakao dan buah, pariwisata, kehutanan dan 
peternakan.

Sebuah elemen utama dalam skema ini adalah intensifikasi pertanian dan peternakan serta pergeseran produksi 
pertanian ke padang rumput yang terabaikan dan kurang dimanfaatkan.  Peraturan dan inisiatif seperti  New Forest 
Code telah memunculkan kepastian definisi dan hukum bagi perusahaan-perusahaan pedesaan. Pembangunan 
sarana prasarana seharusnya juga mendorong suatu pergeseran geografis dalam produksi. Pembangunan paving 
jalan tol BR 163, pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga air, dan membuka kembali Terusan Panama untuk 
kapal dari 170 ribu ton akan mendorong perkembangan toko-toko penyalur untuk produksi dari Amazon dan 
bagian Tengah-Barat ke Belém. 

(Assuncao, dkk. 2013, municiposverdes.com.br)
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(PNPM)19 . Namun demikian, saat ini pemanfaatan 
mekanisme semacam itu terhambat oleh tingginya 
biaya transaksi, kapasitas yang tidak cukup serta 
terbatasnya permintaan pasar untuk jasa-jasa 
tersebut. Mengenali potensi insentif ekonomi untuk 
melengkapi pendekatan-pendekatan peraturan, 
pemerintah meluncurkan ketentuan-ketentuan 
dalam Undang-Undang Perencanaan Tata Ruang 
dan disinsentif untuk mengarahkan otoritas daerah 
dalam mengembangkan perencanaan dan untuk 
mengoptimalkan alokasi lahan untuk pertanian 
berdasarkan penyediaan jasa ekosistem. Pemerintah 
dapat melakukan tindakan lebih lanjut dengan 
mengenakan pajak eksternalitas lingkungan hidup 
untuk praktik-praktik produksi dan menyediakan 
manfaat keuangan atau insentif peraturan bagi 
perusahaan-perusahaan yang secara sukarela 
melindungi jasa ekosistem.

1.4  Peran bisnis
Kelapa sawit adalah komoditas pertanian yang 
paling menguntungkan di Indonesia dengan 
kemampuan yang telah terbukti untuk mempercepat 
pertumbuhan ekonomi dan mengentaskan 
kemiskinan pada wilayah-wilayah terbelakang 
melalui penciptaan lapangan kerja dan peluang bagi 
petani kecil untuk mengembangkan perkebunan20.  
Namun demikian ini terbukti memiliki dampak 
sosial dan lingkungan hidup yang signifikan. Sektor 
kelapa sawit serta bubur kayu dan kertas merupakan 
pemicu signifikan dari perubahan tata guna lahan 
yang bertanggung jawab bagi 80% emisi Indonesia. 
Khususnya dalam pengeringan, dekomposisi dan 
pembakaran lahan gambut.

Estimasi menunjukkan bahwa 9 perusahaan 
perkebunan kelapa sawit terbesar menghasilkan 
30% dari semua CPO, menunjukkan bahwa 
penglibatan yang terfokus dapat memunculkan 
perbedaan yang signifikan21. Namun demikian, 
para petani kecil juga memainkan peran tertentu 
dengan produksi lebih dari 40%. Kebijakan 
harus memperhitungkan berbagai pelaku yang 
beroperasi dalam suatu wilayah karena perbedaan 
antara pemilik lahan kecil dan pengusaha kecil 
menengah (UKM) semakin kurang nyata, dan 
banyak investor/elit swasta yang memanfaatkan 
koneksi lokal untuk membeli potongan lahan yang 

19  Jurgens dkk 2013
20  Paoli dkk 2013
21  Komunikasi personal

besar. Walaupun terdapat seruan dari masyarakat 
sipil, konsumen dan masyarakat internasional 
bagi produsen untuk menerapkan praktik-praktik 
berhasil tinggi/berdampak rendah, insentif pasar 
dan pemicu ekonomi terus mendorong perluasan 
dibandingkan peningkatan hasil. Ini karena lahan 
relatif tidak mahal, tenaga kerja berlimpah dan 
murah serta harga-harga pasar untuk komoditas 
primer utama tetap tinggi. Walaupun praktik-praktik 
pengelolaan terbaik relatif tidak mahal, mereka tetap 
membutuhkan investasi dalam pelatihan, pendidikan, 
teknologi dan pemantauan dan pengelolaan 
adaptif yang berlanjut. Ini dikombinasikan dengan 
perbedaan harga yang kecil bagi kelapa sawit yang 
bersumber dari perkebunan yang dikelola dengan 
baik dan memberikan hasil yang tinggi, termasuk 
yang bersertifikat Roundtable for Sustainable Palm Oil 
(RSPO), terbukti tidak cukup memotivasi perubahan 
dalam segmen besar industri dan tidak mendorong 
perusahaan untuk mengubah bisnis dari praktik 
seperti biasa. 

Banyak industri raksasa bubur kayu dan kertas yang 
berada dalam grup kepemilikan yang sama dengan 
raksasa industri kelapa sawit. Meskipun segelintir 
perusahaan mendominasi sektor ini, sedikit yang 
diketahui tentang sub-kontraktor yang dipekerjakan 
pada pembukaan lahan dan pemanenan. Industri 
bubur kayu dan kertas telah berkembang cepat sejak 
pelarangan ekspor kayu gelondong pada 1985 dan 
terus berkembang untuk memenuhi peningkatan 
permintaan global untuk produk-produk kertas 
dan sebagian telah didanai oleh dana reboisasi 
pemerintah. Data yang akurat tentang konsumsi/
permintaan sulit untuk diperoleh namun data 
yang tersedia mengindikasikan bahwa Indonesia 
mengkonsumsi hampir semua kayu gergajian secara 
domestik namun hanya 33% produksi bubur kayu 
dan kertas serta 46% kayu lapis. Sisanya diekspor ke 
berbagai negara, termasuk Jepang, Malaysia, Vietnam 
dan Amerika Serikat, berkontribusi bagi penerimaan 
devisa.

Indonesia memiliki sumber bahan bakar fosil yang 
besar termasuk minyak dan batu bara, dan juga 
berbagai mineral lain. Negara ini adalah penghasil 
batu bara terbesar keempat dunia dan walaupun 
dampak terhadap hutan saat ini masih terbatas, 
potensinya besar, khususnya di Kalimantan Tengah. 
Walaupun harga batu bara mengalami penurunan, 
tren industri tetap menunjukkan peningkatan hasil.



2.1  Nasional
Pada Oktober 2009, Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono  berkomitmen untuk mengurangi emisi 
C02 sampai 26% dibandingkan lintasan bisnis seperti 
biasa pada 202022. 87% dari reduksi ini dicadangkan 
untuk berasal dari hutan dan lahan gambut23. 
Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas 
Rumah Kaca (RAN GRK) ditetapkan pada bulan 
September 2011 dengan keputusan presiden. Ini 
menggambarkan alokasi sektoral untuk pencapaian 
target ini dan meletakkan kerangka kerja bagi 
seluruh 33 provinsi untuk mengembangkan rencana 
aksi provinsi mereka dan berkontribusi terhadap 
target nasional. BAPPENAS mengkoordinasikan 
proses dan telah mengembangkan dan meluncurkan 
panduan untuk implementasi pada tingkat sub 
nasional antara 2010-2020. Rencana yang dibuat 
harus memperhitungkan prinsip-prinsip dan 
prioritas pembangunan nasional, potensi mitigasi 
dan kesesuaian dengan masing-masing sektor dan 
menuntut pendanaan untuk implementasi.

Pada bulan Mei 2011 suatu moratorium presiden 
diterbitkan tentang konversi hutan primer dan 
alami serta lahan gambut. Pada bulan Mei 2013 
ini diperpanjang lagi untuk dua tahun ke depan. 
Perpanjangan ini akan memberikan lebih banyak 
waktu untuk pemerintah nasional dan daerah untuk 
memperbaiki proses-proses perencanaan tata guna 
lahan dan penerbitan izin-izin, juga memperkuat 
pengumpulan data dan sistem informasi, dan 
melanjutkan pengembangan kelembagaan dan 

22  Norway.or.id
23  RAN GRK 2011

2.  Tinjauan kebijakan dan peraturan yang ada di Indonesia dan 
Kalimantan tengah untuk menindaklanjuti isu-isu saat ini 

Bagian ringkasan

Bagian ini meninjau inisiatif-inisiatif, mekanisme dan kebijakan yang ada saat ini yang berupaya untuk 
menyelesaikan isu-isu tata guna lahan dan menganalisis kemajuannya. Kami membahas bergulirnya inisiatif 
satu peta dalam mengarahkan perencanaan tata ruang, pentingnya moratorium hutan dalam menyediakan 
waktu untuk menyelesaikan rencana tata ruang, sejumlah tantangan dan peluang desentralisasi, serta peran 
mandatori dan sukarela atas sertifikasi pihak ketiga dalam memobilisasi sektor swasta. Kami juga menyoroti 
sejumlah insiatif provinsi seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kalimantan Tengah, Peraturan 
Provinsi tentang kelapa sawit berkelanjutan dan prospeknya sebagai proyek uji coba REDD+.

mekanisme yang akan membantu mencapai tujuan 
pembangunan rendah emisi Indonesia. Ini terkait 
dengan inisiatif Satu Peta REDD+ yang bermaksud 
untuk menyelesaikan isu-isu perijinan dengan 
mengembangkan standar pemetaan bersama, 
yang berarti bahwa peta-peta kementerian yang 
berbeda telah sesuai dan bahwa peta dasar dapat 
ditumpangtindihkan dan dibandingkan untuk 
melihat bagaimana mereka terkait. Ini mengurangi 
risiko bagi bisnis-bisnis dengan memberikan 
kepastian yang lebih besar dan melalui sebuah 
peta bersama yang digunakan oleh semua instansi 
memberikan titik awal untuk menyelesaikan hak 
pemanfaatan lahan yang saling bertentangan. 

Untuk membantu finalisasi rencana tata ruang, 
pada bulan September 2013 Presiden Yudhoyono 
menerbitkan suatu instruksi yang dimaksudkan 
untuk mempercepat dan menyelesaikan proses 
perencanaan tata ruang bagi semua provinsi 
di Indonesia. Peraturan ini (Inpres 8.2013) 
menindaklanjuti isu sengketa Kawasan Hutan. 
Keputusan ini menetapkan bahwa wilayah yang 
masih dipersengketakan antara pemerintah provinsi 
dengan Kementerian Kehutanan seharusnya 
diklasifikasikan sebagai ‘Holding Zone’. Ini akan 
memungkinkan rencana tata ruang untuk areal yang 
tersisa dapat difinalisasi dan dilegalkan. 

Indonesia juga menerapkan dan menasionalisasikan 
sejumlah mekanisme internasional termasuk standar 
sertifikasi yang diaudit pihak ketiga untuk kelapa 
sawit ISPO (standar Kelapa Sawit Berkelanjutan 
Indonesia) yang bertujuan untuk memastikan 
kepatuhan terhadap peraturan Indonesia yang 
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berlaku bagi semua petani, termasuk penelusuran dan 
pelaporan tentang emisi gas rumah kaca24.

Standar SVLK adalah suatu sistem verifikasi 
legalitas kayu yang diterapkan mulai Januari 2013, 
dan diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan dan 
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Ini 
menjadi bagian dari FLEGT Voluntary Partnership 
Agreement (FLEGT VPA) dengan Uni Eropa, yang 
bertujuan untuk meningkatkan tata kelola sektor 
kehutanan dan memastikan bahwa kayu dan hasil 
hutan kayu yang diimpor ke Uni Eropa dihasilkan 
sesuai dengan undang-undang dan peraturan negara 
mitra25.

2.2  Kalimantan Tengah
Undang-undang desentralisasi telah memberikan 
otoritas yang lebih besar untuk kabupaten 
dibandingkan provinsi untuk mengelola sumber 
daya alam dan mengatur pengelolaan berbasiskan 
lahan. Pemberian otoritas ini menempatkan 
pemerintah provinsi pada posisi yang sulit untuk 
mengkoordinasikan kebijakan pengembangan 
lahan lintas provinsi. Dua instrumen utama bagi 
provinsi adalah persyaratan bahwa rencana tata ruang 
kabupaten dan rencana pengembangan mereka harus 
sesuai dengan rencana provinsi dan bahwa peraturan-

24  Komisi ISPO
25  Timber Trade Federation

peraturan tersebut yang ditetapkan oleh hukum 
provinsi  mengikat untuk semua kabupaten26.

2.2.1  Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
(RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah (RPJM)
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi 
2005-2025 ingin mewujudkan Kalimantan Tengah 
yang lebih maju, mandiri dan berkesetaraan.  
Termasuk dalam prioritas pembangunan yang 
menarik dan berpengaruh dalam rencana adalah 
untuk meningkatkan kepastian pangan melalui 
pembangunan industri dan untuk meningkatkan 
kuantitas dan kualitas investasi. Prioritas-prioritas 
tersebut nampaknya serupa dengan bisnis seperti 
biasa dan penting untuk melihat bagaimana 
investasi diarahkan. Rencana ini juga mendorong 
pengembangan koperasi dan bisnis berskala kecil 
dan menengah juga membangun sebuah “budaya 
belajar” secara adil dan berkesetaraan. Hal ini 
merupakan prioritas yang penting namun juga sulit 
yang akan membutuhkan investasi waktu, uang dan 
pendidikan. Rencana  ini menandai pentingnya 
menciptakan pemerintahan yang profesional dan 
responsif dan membangun suatu kemitraan antara 
pemerintah daerah dan masyarakat, meningkatkan 
partisipasi publik. Selain itu rencana ini juga 
memandang pentingnya mewujudkan hubungan 
yang harmonis antara fungsi-fungsi sumber daya 
alam dan fungsi-fungsi ekonomi, sosial dan budaya 

26  UU tentang Perencanaan Tata Ruang  2007

Gambar 2:  Peta wilayah yang termasuk dalam moratorium presiden (Inpres No.10/2011 Revisi 5)
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untuk saling mendukung secara berkelanjutan 
dan mengoptimalkan penerapan rencana tata 
ruang. Struktur kerangka telah diletakkan untuk 
pembangunan berkelanjutan di Kalimantan, dan 
dapat lebih dimajukan dalam Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah berikutnya yang akan disusun 
selama masa kerja yang tersisa dari gubernur saat ini.

2.2.2  Provinsi Uji Coba REDD+
Pada 23 Desember 2010, Presiden Yudhoyono 
menetapkan Kalimantan Tengah sebagai provinsi 
uji coba untuk implementasi REDD+ sebagai tindak 
lanjut dari Surat Pernyataan Kehendak (LoI) antara 
Noerwegia dan Indonesia untuk mengurangi emisi 
GRK yang disebabkan oleh deforestasi dan degradasi 
hutan. Pada 16 September 2011 Ketua Satuan Tugas 
REDD+ Nasional dan Gubernur Kalimantan tengah 
menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang 
implementasi proyek uji coba REDD+. Kalimantan 
Tengah telah menyusun rencana pembangunan 
rendah karbon pada tahun 2011, yang memandatkan 
pengembangan Strategi REDD+ Daerah pada 2012, 
dan sejak itu telah membentuk Komisi REDD+ 
Daerah.

2.2.3  Peraturan Tingkat Provinsi tentang 
Kelapa Sawit Berkelanjutan
Perluasan kelapa sawit di Kalimantan Tengah 
(meningkat dua kali lipat selama 10 tahun terakhir) 
telah memicu pertumbuhan ekonomi daerah, 
namun telah menyebabkan kerugian sosial dan 
lingkungan hidup yang signifikan. Namun demikian, 
DPRD Provinsi Kalimantan Tengah mengeluarkan 
sebuah terobosan peraturan provinsi pada tahun 
2011 tentang Pengelolaan Bisnis Perkebunan yang 
Berkelanjutan. Peraturan ini patut dicatat karena 
luasan cakupannya dan keseriusannya, ketentuan 
tentang sosial dan lingkungan hidup yang lebih baik, 
serta adanya dukungan yang kuat dari pemangku 
kepentingan ketika aturan ini dikeluarkan. Ini 
menjelaskan persyaratan yang diperlukan untuk 
mendapatkan ijin, yang meliputi pemantauan 
dan pelaporan atas tindakan-tindakan mitigasi 
dampak sosial dan lingkungan; resolusi konflik, 
berinvestasi pada petani kecil, hak-hak masyarakat 
(lihat di bawah ini) dan perlindungan ekologis pada 
daerah sensitif. Ketentuan yang berpotensi memiliki 
cakupan yang luas meliputi:
1.	 Pemerintah provinsi harus mengembangkan 

sebuah Rencana Induk, Rencana Strategi dan 
Rencana Kerja untuk Pembangunan Perkebunan 
Kelapa Sawit yang ikut memperhitungkan hasil-
hasil dari Penilaian Lingkungan Strategis

2.	 Sebelum memulai pengembangan, perusahaan 
harus melakukan penilaian Nilai Konservasi 
Tinggi (High Conservation Value/HCV) untuk 
mengidentifikasi dan mempertahankan HCV 
pada perkebunan mereka

3.	 Perijinan untuk perkebunan baru harus 
memprioritaskan lahan berkarbon rendah yang 
terdegradasi

4.	 Praktik-praktik pertanian harus dirancang untuk 
mencapai hasil yang tinggi

5.	 Pemerintah provinsi harus memfasilitasi 
penyelenggaraan suatu kelembagaan yang 
independen untuk mendukung keberlanjutan.

2.2.4  Hak-hak masyarakat
Gubernur mengeluarkan sebuah peraturan 
tentang Lahan Pribumi dan Hak-Hak Masyarakat 
atas Lahan, dan sebuah Peraturan Tingkat 
Provinsi tentang Kelapa Sawit Berkelanjutan yang 
menegaskan:
a.	 Hak-hak masyarakat lokal, khususnya yang me-

miliki klaim lahan adat atau tradisional
b.	 Tanggung jawab perusahaan untuk memahami 

klaim lahan adat dan berinvestasi pada pen-
ciptaan lapangan kerja lokal, dukungan bagi 
petani kecil, dan membangun ekonomi lokal 
yang beragam.

Sejumlah ketentuan ini telah disusun sebelum 
lahirnya Keputusan Mahkamah Konstitusi yang 
mengakui hak lahan adat dan memungkinkan 
wilayah-wilayah ini untuk dikeluarkan dari 
Kawasan Hutan Nasional, memberi jalan bagi 
masyarakat untuk mengelola hutan. Berkembangnya 
dukungan NGO dan kepemimpinan yang 
teroganisir oleh lembaga adat lokal diharapkan akan 
mempercepat pengakuan klaim-klaim hutan adat di 
Kalimantan Tengah.

2.2.5  Proses perencanaan tata ruang
Sampai saat ini Kalimantan Tengah belum 
menyelesaikan rencana tata ruangnya, karena 
sengketa yang masih berlanjut antara Kementerian 
Kehutanan dan Pemerintah Kalimantan terkait fungsi 
lahan. Namun demikian, sesuai dengan Instruksi 
Presiden yang dibahas dalam bagian 2.1, pada 
tahun 2014 Kalimantan Tengah akan mengeluarkan 
peraturan yang menetapkan sebuah rencana tata 
ruang yang akan meliputi suatu holding zone sekitar 
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Gambar 3: Peta holding zone indikatif 

Sumber: Daemeter

Gambar 4: Peta holding zone indikatif yang ditumpangtindihkan dengan tutupan hutan dan gambut

Sumber: Daemeter
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3,5-4,5 juta ha27. Yang penting adalah peraturan yang 
diusulkan tersebut akan mencegah diterbitkannya 
izin-izin baru atas perintah Gubernur28. Selain itu, 
sebagai bagian dari tinjauan hukum dan pekerjaan 
penegakan hukum bersama-sama dengan Badan 
REDD+, terdapat rencana untuk mengembangkan 
set data yang lebih lengkap, yang akan mencoba 
untuk menentukan izin-izin mana yang bersih 
dan jelas. Hal yang penting adalah bahwa ini akan 
memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan 
perusahaan pada wilayah yang bebas sengketa di luar 
‘Holding Zone’.

Terdapat cakupan yang luas untuk mengoptimalkan 
pemanfaatan lahan di Kalimantan Tengah. Hanya 
sekitar 58% kawasan hutan yang berhutan 
dan kebanyakan dari hutan yang tersisa sangat 
terdegradasi.  Hanya sekitar 9% dari wilayah di luar

27  Komunikasi personal
28  Komunikasi personal

kawasan hutan yang saat ini dialokasikan untuk 
pembangunan yang berhutan. Optimalisasi rencana 
tata guna lahan dapat membawa semua wilayah 
berhutan ke dalam kawasan hutan dan melepaskan 
beberapa bagian yang tidak berhutan di dalam 
kawasan untuk produksi pertanian, bergantung pada 
fungsi ekologis mereka. Selain itu sebuah rencana 
yang dioptimalkan juga akan mengidentifikasi 
lokasi-lokasi yang sekiranya sesuai untuk restorasi 
dan reforestasi, menyediakan jasa lingkungan yang 
penting yang seluruhnya konsisten dengan kebijakan 
Nasional kehutanan dan tujuan-tujuan mitigasi 
emisi karbon. Sebuah rencana tata ruang akhir, 
termasuk kesepakatan tentang ‘Holding Zone’, akan 
meningkatkan kepastian hukum bagi masyarakat, 
industri, pemerintah daerah dan pusat, dan yang 
penting, akan sangat mendukung upaya-upaya untuk 
mengamankan aset hutan.



Mewujudkan sebuah visi untuk memastikan produksi 
berkelanjutan dari 4F (pangan, bahan bakar, serat 
dan hutan – food, fuel, fiber, forest) di Indonesia 
menuntut penanggulangan sejumlah tantangan 
signifikan terkait peraturan, tata kelola, bisnis dan 
partisipasi serta pemberdayaan masyarakat. Sejumlah 
tantangan ini tidak hanya meliputi hambatan 

3.  Kesimpulan

teknis terkait data dan kapasitas dan juga norma-
norma tata kelola dan pembuatan keputusan yang 
membutuhkan transparansi yang lebih besar dan 
partisipasi mendasar yang luas. Produksi pangan, 
bahan bakar, serat dan hutan bergantung pada 
alokasi lahan, sebuah sumber daya terbatas yang 
harus dimanfaatkan secara lebih efisien di atas lahan 

Tantangan

•• Kompetisi lahan antara pemangku kepentingan yang berbeda
•• Kebanyakan peta dan rencana tata guna lahan yang dihasilkan oleh tingkatan pemerintah dan kementerian 

yang berbeda menimbulkan ketidakpastian kawasan dan tenurial
•• Undang-undang dan berbagai mekanisme, inisiatif, dan kebijakan yang saling bertentangan
•• Kurangnya kapasitas dan penglibatan pemangku kepentingan utama dalam bisnis, pemerintah dan 

masyarakat lokal
•• Pembangunan yang cepat
•• Kurangnya kepastian terkait hak-hak legal  masyarakat lokal dan penduduk adat
•• Kurangnya insentif untuk mengimplementasikan praktik-praktik terbaik dan meningkatkan hasil

Mengakibatkan

•• Buruknya perencanaan tata ruang yang menyebabkan pemanfaatan lahan yang tidak efisien
•• Alokasi lahan dan hak-hak pengguna yang bertentangan
•• Tata guna lahan yang tidak efisien dan perencanaan yang buruk
•• Manfaat yang tidak berkesetaraan dan pengentasan kemiskinan serta pembangunan yang terbatas
•• Insentif kurang baik untuk perluasan dibandingkan intensifikasi
•• Terbatasnya pemahaman dan kapasitas untuk mengimplementasikan peraturan yang ada
•• Kurangnya data yang akurat dan transparansi

Mendorong terjadinya:

•• Konflik antara pemerintah, bisnis dan masyarakat
•• Tingginya biaya transaksi dan kerugian produktivitas
•• Ketidakpastian bisnis
•• Terbatasnya investasi dalam Praktik-Praktik terbaik dalam industri
•• Cepatnya pembukaan lahan dan pemanfaatan lahan yang tidak efisien
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dunia yang semakin terbatas. Ini membutuhkan 
perencanaan tata guna lahan yang optimal, 
pembuatan keputusan yang tegas, dan peraturan 
yang efektif, serta insentif berbasiskan pasar yang 
memperkuat hasil yang diinginkan. Perencanaan 
tata ruang tidak dapat ditentukan hanya oleh 
kesesuaian saja, tapi juga harus mempertimbangkan 
kerangka kerja hukum, hak-hak yang sudah ada, dan 
kebutuhan berbagai komponen lokal. Keputusan 
harus memastikan keuntungan perusahaan yang 
realistis, dan menjaga lingkungan hidup yang akan 
menjadi sandaran bagi pembangunan berjangka 
panjang. Kesulitan yang tertanam dalam mencapai 
konsensus tentang optimalisasi pemanfaatan lahan 
diperparah oleh perspektif dan tujuan yang berbeda 
yang diyakini oleh, masyarakat dan pelaku usaha 
nasional, regional, dan lokal, demikian juga  anggota 
dari komunitas global - namun tantangan ini tidak 
dapat diabaikan.

Industri bubur kayu dan kertas serta kelapa sawit 
adalah penting untuk produksi 4F dan telah 
menjadi fokus kritik yang tercatat. Para produsen 
memenuhi permintaan nasional dan global untuk 
produk-produk mereka, dan telah diberikan akses 
terhadap lahan oleh pemerintah. Masyarakat 
sipil telah menunjukkan kemajuan pesat dalam 
memaksa perusahaan untuk bertanggung jawab 
atas dampak yang mereka timbulkan di lapangan, 
sebuah tren yang seharusnya didukung dan 

didorong. Berkembangnya koalisi para pelaku yang 
beragam juga memunculkan kondisi pemungkin 
untuk mengubah keseluruhan rantai suplai untuk 
menginternalisasi kerugian sosial dan lingkungan 
hidup dari produksi, terlepas dari potensi risiko 
merusak yang signifikan dari kebocoran menjadi 
rantai suplai alternatif. Mengubah kebijakan 
pemerintah dapat mengatasi kebocoran tersebut 
tapi ini hanya mungkin jika pada akhirnya ini 
menguntungkan bangsa, dalam kasus Indonesia, 
daerah yang pemerintahnya terdesentralisasi 
diberdayakan untuk mengeluarkan izin tersebut. 
Tapi ada juga kebutuhan untuk menyeimbangkan 
kepentingan nasional dan regional, bagaimana  ini 
dapat dikelola secara efektif ? Pada skala yang lebih 
kecil, kerugian masyarakat secara nyata ada, seperti 
diilustrasikan oleh konflik masyarakat dengan 
perusahaan, bahkan ketika perusahaan memiliki 
maksud yang baik. Ini mengindikasikan bahwa 
perlindungan harus diberikan pada kedua pihak 
untuk memberikan kepastian hukum dan kesetaraan, 
yang merupakan pilar keberlanjutan. Untuk 
menemukan solusi kita perlu memandang isu-isu ini 
melalui lensa yang berbeda di sepanjang skala yang 
berbeda untuk memperoleh pemahaman yang lebih 
jelas tentang kebutuhan aktor yang berbeda dan 
hubungan  yang kompleks di antara mereka. Makalah 
ini telah mengidentifikasi aspek-aspek masalah utama 
yang diringkas di dalam diagram halaman 15. 
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Akronim

APL	 Areal Penggunaan Lain
Bappenas	 Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional
FPIC	 Free Prior Informed Consent (Pemberitahuan Atas Dasar Informasi tanpa Ada Paksaan)
GHG	 Gas Rumah Kaca
Ha	 Hektar
HCV	 High Conservation Value (Nilai Konservasi Tinggi)
HD	 Hutan Desa
HGU	 Hak Guna Usaha
HKM	 Hutan Kemasyarakatan
HL	 Hutan Lindung
HPH	 Hak Pengusahaan Hutan
HP	 Hutan Produksi
HPK	 Hutan Produksi Konversi
HPT	 Hutan Produksi Terbatas
HT	 Hutan Tetap
HTI	 Hutan Tanaman Industri
HTR	 Hutan Tanaman Rakyat
ILUC	 Indirect Land Use Change (Perubahan Tata Guna Lahan Tidak Langsung)
INCAS	 Indonesia’s National Carbon Accounting Scheme (Skema Penghitungan Karbon  
	 Nasional Indonesia)
IP	 Izin Prinsip
IPCC	 Intergovernmental Panel on Climate Change  
	 (Panel Antar Pemerintah untuk Perubahan Iklim)
IPK	 Izin Pemanfaatan Kayu
ISPO	 Indonesian Sustainable Palm Oil 
IUP	 Izin Usaha Perkebunan
IUPHHK	 Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
KalTeng	 Kalimantan Tengah
KDTI	 Kawasan Dengan Tujuan Istimewa
KSA-KPA	 Kawasan Suaka Alam-Kawasan Pelestarian Alam
LUC	 Land Use Change (Perubahan Tata Guna Lahan)
MK45	 Kasus “MK45”  berpusat pada penguasaan Kawasan Hutan Indonesia oleh pemerintah pusat 
MP3EI	 Master Plan for the Acceleration and Expansion of Indonesia’s Economic Development
PES	 Payment for Ecosystem Services (Pembayaran untuk Jasa Ekosistem)
PAPL	 Penyediaan Area Penggunaan Lain
PIR/NES	 Perkebunan Inti Rakyat/Nucleus Estate and Smallholder Scheme
PIR-Trans	 Perkebunan Inti Rakyat Transmigrasi
PNPM	 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
RADGRK	 Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
RAN GRK	 Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
REDD	 Reduced Emissions from Avoided Deforestation and Degradation

5.  Lampiran
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RTRWP	 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 
TGHK	 Tata Guna Hutan Kesepakatan
UNFCCC	 United Nations Framework Convention on Climate Change
WRI	 World Resources Institute 
UU	 Undang-undang 
	



Daftar pelaku dan undang-undang/kebijakan utama 

Putusan Mahkamah Konstitusi 
No. 35/PUU-X/2012

Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang UU Kehutanan 1999. Keputusan 
mahkamah menetapkan bahwa hutan adat di Indonesia dimiliki oleh Masyarakat 
Adat, dan bukan negara.

Pemerintah kabupaten Bertanggung jawab untuk perencanaan tata ruang berbasis kabupaten dan 
alokasi konsesi serta ijin untuk lahan yang tidak berada dalam kawasan hutan, 
bahkan jika lahan tersebut berhutan. Menerbitkan Peraturan Daerah (PERDA) 
untuk mengatur pengelolaan hutan di kabupaten mereka, namun peraturan ini 
tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau peraturan 
yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan atau pihak lain.

Kawasan Hutan Lahan di bawah penguasaan Kementerian Kehutanan

UU No. 5/1960 Undang-undang No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

UU No. 41/1999 Undang-undang No. 41/1999 tentang Kehutanan, tertanggal 30 September 1999.

Kementerian Kehutanan Menerbitkan Undang-Undang, peraturan dan keputusan untuk mengatur 
kawasan hutan, 70% dari total daratan Indonesia. Mengeluarkan ijin untuk 
pembalakan berskala besar dan hutan tanaman industri dan bertanggung jawab 
untuk wilayah konservasi dan wilayah perlindungan lainnya. Melaksanakan 
pemantauan tutupan hutan, menentukan fungsi hutan. Juga mengatur hutan 
yang dikelola oleh masyarakat. Melepaskan lahan hutan konversi untuk keperluan 
pertanian, perkebunan atau pembangunan berskala besar lainnya.

Kementerian Pertanian Bertanggung jawab untuk keamanan pangan dan pengembangan perkebunan 
berskala besar seperti Perkebunan Pangan dan Energi Merauke, yang akan 
dikembangkan di Merauke, Papua. Tanaman pertanian yang didorong oleh 
Kementerian meliputi kelapa sawit, karet dan gula.

Kementerian Lingkungan Hidup Juga melaksanakan pemetaan tutupan hutan, bertanggung jawab untuk 
penilaian fisik, sosial dan lingkungan (AMDAL) untuk operasi kehutanan atau 
pemrosesan fasilitas. Bertanggung jawab untuk undang-undang lingkungan 
hidup yang lain seperti UU tentang Pengelolaan Lingkungan (UU 23/1997), yang 
menetapkan prinsip-prinsip untuk pengelolaan lingkungan dan konservasi 
sumber daya alam. Undang-undang ini berlaku untuk operasi pembalakan dan 
pabrik pemrosesan kayu.

Kementerian Industri dan 
Perdagangan

Mengatur ekspor kayu olahan dan kayu gergajian.

Keppres No. 32/1990 Pengelolaan Kawasan Lindung. Keputusan ini mendefinisikan Kawasan Lindung 
sebagai wilayah yang melindungi fungsi-fungsi lingkungan, termasuk sumber 
daya alam, sumber daya buatan manusia, sejarah, dan nilai budaya untuk 
mendukung pembangunan berkelanjutan.

UKP 4 (Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan) 
Memantau implementasi Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi 
Hutan (REDD) dan moratorium atas pembalakan gambut dan hutan primer. 
Bertanggung jawab untuk melaporkan hasilnya pada Presiden.

Badan Pertanahan Nasional 
(BPN)

Bertanggung jawab untuk administrasi  dan reformasi lahan. Memainkan sebuah 
peran dalam pengesahan konsesi dan ijin lahan lainnya, khususnya di luar 
kawasan hutan.

Instansi Pemetaan (BIG) Bertanggung jawab untuk meninjau rencana tata ruang, menyediakan data tata 
ruang berstandar dan bertanggung jawab untuk inisiatif ‘Satu Peta’.

Kementerian Energi dan 
Perdagangan

Bertanggung jawab untuk memastikan suplai energi domestik melalui bahan 
bakar fosil dan bahan bakar nabati.

BAPPENAS Bertanggung jawab untuk rencana pembangunan nasional dan Masterplan for 
the Acceleration and Expansion of Indonesia’s Economic Development 2011-2025.
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MK45 MK45 berpusat pada kasus tentang penguasaan pemerintah pusat Indonesia 
atas Kawasan Hutan, sebuah klasifikasi yang berlaku pada lebih dari dua pertiga 
lahan daratan Indonesia atau sekitar 130,7 juta hektar. Lima kepala kabupaten di 
Kalimantan Tengah mengajukan tuntutan atas peruntukan penggunaan lahan 
dalam wilayah administratif mereka sebagai Kawasan Hutan, yang menempatkan 
konstituen mereka – ratusan ribu orang yang tinggal di dalam areal yang 
diperuntukkan sebagai Kawasan Hutan – untuk meminta ijin dari Kementerian 
Kehutanan ketika mereka ingin membuat keputusan terkait pemakaian lahan. 
Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa beberapa bahasa yang mendasari 
penguasaan Kementerian Kehutanan atas Kawasan Hutan adalah “tidak 
berlandaskan hukum” dan “tidak dapat ditegakkan”.









Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR)
CIFOR memajukan kesejahteraan manusia, konservasi lingkungan dan kesetaraan melalui penelitian 
yang membantu membentuk kebijakan dan praktik kehutanan di negara berkembang. CIFOR adalah 
anggota Konsorsium CGIAR. Kantor pusat kami berada di Bogor, Indonesia, dengan kantor wilayah di 
Asia, Afrika dan Amerika Latin.
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